A.

BAB I11

PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara pidana

korupsi:

Sebelum melakukan eksekusi, Jaksa akan mengeluarkan Surat P-
48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Hakim) yang ditandatangani
oleh Kepala Kejaksaan. Jika terdakwa sudah ditahan, maka Surat P-48
diberikan oleh Jaksa kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan dan
status terdakwa akan berubah menjadi terpidana. Lalu dibuat BA-8
(Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim) yang isinya
memerintahkan agar terpidana melaksanakan pidana penjara yang ada
dalam amar putusan Hakim.

Tugas pembinaan terhadap terpidana akan menjadi tanggung
jawab dari petugas Lembaga Pemasyarakatan setempat. Jaksa akan
berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan jika ada putusan lepas
bersyarat.

Sebelum Jaksa melakukan eksekusi denda dan uang pengganti,
Kejaksaan akan menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara
dari BPKP dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Kemudian Jaksa akan menentukan berapa banyak uang yang akan

dibayar oleh terpidana dan membuat surat P-48.
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Terpidana atau perwakilannya akan melakukan pembayaran
denda dan uang pengganti ke bank terdekat. Slip bukti pembayaran
denda dan uang pengganti diberikan kepada Bendahara Kejaksaan
untuk kas Negara dan Kejaksaan membuat berita acara uang pengganti
dan penyetoran denda (D2 dan D4).

Kendala dalam eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara
pidana korupsi adalah:
a.  Terpidana melarikan diri

Terpidana dapat melarikan diri keluar negeri karena setelah
divonis terpidana tidak segera ditahan oleh aparat. Menurut Pasal 270
KUHAP, Jaksa dapat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap setelah mendapat salinan surat
putusan yang dikirim oleh Panitera. Dalam proses pengiriman surat
putusan itu biasanya para terpidana mempunyai kesempatan untuk
melarikan diri ke luar negeri supaya tidak dimasukan ke penjara.

b.  Hambatan yang berkaitan dengan uang pengganti

Pembayaran uang pengganti korupsi merupakan penggantian
terhadap kerugian keuangan negara. Nominal uang pengganti akan
disesuaikan dengan uang yang dinikmati oleh terdakwa. Jika terdakwa
tidak bisa mengganti kerugian negara, maka Jaksa harus mengecek
kekayaan terdakwa yang akan disita. Jika memang tidak ada yang
dapat disita, maka terdakwa akan dikenakan pidana kurungan. Jika

terdapat kekayaan tertentu yang dapat disita, maka Kejaksaan akan
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berkoordinasi dengan pihak di perdata Tata Usaha Negara untuk

mengajukan gugatan secara perdata kepada terdakwa.

B. Saran

1. Demi efektifnya eksekusi putusan Hakim oleh Jaksa dalam perkara
pidana korupsi, maka Jaksa harus berkoordinasi dengan Polisi atau
pihak-pihak terkait untuk segera melakukan penahanan sejak masih
dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mencegah
kaburnya tersangka ke luar negeri.

2. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu
dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka
secara dini, yaitu sejak dilakukan penyidikan.

3. Meningkatkan hukuman pidana kurungan sebagai pengganti pidana
denda apabila terdakwa memilih untuk tidak membayar uang

pengganti.
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